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Penyelenggaraan pemerintshan vamg baik akan
memberikan kontribusi bagi pengelolaan
lingkumgan vang baik. Untuk mewujubkamnya
memang diperiukan suato kondisi yang sangat
kondusif smiuk mendokong proses yvang
bhertangsung. [N mulai dari birokrasi vang
bersih dan mempuenyai integritas moral vang
baik.

Kehijakan politik metalui olenomi daerah juga
memberikan peleang semakin hesar dalam
proses pembanganan berkelanjutan. Meialai
otonomi daerah vpayva memaksimalkan
pelayanan publik menjadi hal yvang sangat
memungkinkan dan divpayvakan secara
maksimal. Partisipasi masyarakat harus
menjadi pilar utama dalam merumaskan
remcana dan arah pembanganan daerah.
Karena itu kebijakan publik seharasoya dapait
mengakomodir berbagai  kepentingan
mengingai birokrasi vang telah terpangkas.

Aspek ekonomi menjadi sangat penting dakam
proses pembangunan, asalkan adanya sinergitas
antara aspek sosial-budaya dan lingkungan
hidup. Terkalu besar biaya dan harga yang
harws dibayar apabila pembanguman lebih
dikedepankan aspek ekomemi, hilangnya
kearifan tradisional dam adat budaya, termasuk
kerusakan dan pencemaran Engkungam hidup
dari yang didapat. Untwk jtu ditunted
perubahan cara berfikir vang bebih logis melahai
visi, misi dan strategi yang lebih jelas dalam
pembangunan.

PFandean ini diharapkan dapat menambakh
sedikil wawasan dalam perubahan cara berfikir

menuju lingkungan yang lebih baik.

Jakarta, Okiober 2003
Asisten Deputi Urasan
Masyarakat Pesisir dan [Laut



EMBANGUN PEMERINTAHAN YANG ARIF
MENU.]'U PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Tzhukah kita, pemyelenggaran Penyelenggaran pemerintah yang baik,
pemerintah yamg baik §tw? adalalh pemerintah memerintah
berdasarkan aspirasi dan kehendak

masyvarakat unbuk menjamin kepentingan
bersama. Maka diperfukan prasyarat -

Pertoma, Pemerinizhan yang berjalan
harnas benar-benar efelts dalam



memerintah. Agar efektif pemerintah
hares koat. Namun kekuatan pemerintah
tidak wntuk menindas dan mematikan

demokrasi vang menjadikan
pemerintahan otoriter.
Pemeriitah wvang kuat adalah

pemerintahan yang mampu melawan

berbagai politik kepentingan sempit yang
bermaksud menyelewengkan kekuoasaan

pemerintah,

Kedua, Pemerigiah harus tunduk kepada
aturan hukum yang berlaku. Salah satu
upaya uniuk menjalankan pemerintahan
vang baik pemerintah harus patah
terhadap aturan hukum yang berlakn.

Artinya setiap penyeleng-
garaan pemerintah harus
benar-benar menjadi
contoh yang baik dalam
mematuhi hukum. Dengan
demikian ada aturan main

vang jelas.

Ketiga, Pemerintah berdir
tegak sebagal wasit dan
penjaga aturan hukum
uniuk menjamin kepentingan
bersama. Pemerintah harus
memperlakukan orang damn
kelompok sama dalam hukum,
tidak terjadi diskriminasi.

Keempat, untuk mefaksanakamn
kesemuanya periu dibentuk
perangkatl kelembagaan yang
demokratis yang berfungsi
secara maksimal dan efekiif

ibaik diperiukan|

prasywrat -

1iPemerintabham
yang berfalam
harus benar-|
benar efelrd:

2 Femerintab]

hanzss L'uu.dut!
kepada aturan |
hukum;

AF Dagat
meemberilan

jaminan
kesetaraan
hukum
pihal:

4| Adamra
peracgian
kclembagaan

rang
demokratls. |




Bagaimana
mewnjudkannya?

Untuk dapat
mewujudkan
pemerintahan yvang
haik diperfukamn
birokrasi yang bersih
dan mempunyai integritas moral yang
baik. Birokrasi yang bersih dan integrilas
maoral yang baik memeriukan :

Pertiema, erang-orang yang sejak awal dan
LErus memerus meningkatkan
Eomitmennya untuk melayani
kepentingan publik,. bepentingan orang
banyvak bokan unbuk kepentingan pribadi

dan golongan.

Redua, Pemerintah memerintah sesedikit
mungkin. Artinya sepanjang pelayanan
publik dapat diadakan oleh swasia atau
masvarakat pemerintah tidak perlu
untuk ket melakukan

intervensi. Sehingga menfjadl |
apahila |

sangat penting
didelegasikannya pelayanan
publik kepada masyarakat dan
pasar. Dan fungsi pemeriniah
adalah menjamin masyarakat
dan rakyal untuk mempercich
pelayanan publik secara efektif,
efisien dan adil melalui
peraturan vang didasari
kepentimgan akan hal fbu

Menyangkut sistem
pemerintahan yang otonomi
daerak, dapatkah kondisi
tersebuot menjadi peloang
untuk pemerintabhan yeng
baik?




Tenitwe saja. scbab desentralisasi
dimsaksodian untulk memperfancar dan
memaksimal pelayanan publik guna
menjamin kepentingan masyarakat
secara lebih baik. Karena mengingat
pengadibilan kebijakan lebih dekat
kEepada
masvarzkat.

Partisipasi
masrarakat
memjadis
l e bikh
terbuka
dalam setiap
jenjamg
penganhilan
Eepurlusan
d 2 n
pertanggung serta perianggung jawaban
publik yang lebhibh baik.

Sehingga pelueang untuk
menam-pung aspirasi dan
kebemdak masya-rakat menjads
lebih uas.

Eebijakan publik dapat enenjads
letvih baik kEarena
mengfakamodasikan aspirasi
dan kepentingan masyarakat
lokal. Karema [ebih muadah
untuk melakukan konswltasi
dan komunikasi dengan
masyarakal, dan mengetahuai
secara bangsung Eorudisi sosial
kemasyarakatan.

Oriomwomi daerah juga bertujuan
umiek lebih memiuia pehaang
bagdi jaminan kescjahieraan dan
keadilan ckooomi  bag seharuh
rakyvat. Hal ini dikarenakan
oftoenomi daerah membuka
peluang ekonomi dan akses
ekooomi vaog
memungkinkan setiap
daerah dan Eelompok

Dremreoumi dlaevah
meronpakan
pelmang yang
sangail besar
ureuk

melakukam e
divimEsi dan
revitalisast

pembangmnan |

hok=t,




sosial untuk berperan aktil
dalam pengembangan
ekonominya.

Otonomi daerah juga membawa
dampak  positii  berupa
pemangkasan remtang birckrasi
dan berari
mengurangi
peluang untuk
terjadi
penyimpangan,
k a ren a
pelayanan yang
semakin dekat
dengan rakyvat,
kontrofl vang
lebih efeltifl dard

rahﬁ:mlmdaphmm

Termsasuk ekonomi biaya tinggi juga dapat
dipangkas dari sistem sebelumnya
(sentralisasi).

Apakah ada bhubunganmya antara
penyFelenggaraan pemerintshan yamg

baik

dam pengelolaam

lingknngan hidop?

Ada hubungan yvang erat antara
penyelengga-raan pemerintah
yvang baik dengan pengelolaan
lingkungan hidup yang baik.

Penyvelenggaraan
pemerintahan yang
baik akan
mempengaruhi dan
meneniukan
pengelolaan
lingkungan hbhidup
vang baik. ©Oleh
Earena pengelolaan
lingkungan hiduap

yamng baik
mencerminkan tingkat
penyelenggaraan pemerintahan
yang
baik.
Tanpa




penyelenggaraan pemerintahan yang
batk, sulit mengharapkan akan adanva
pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Hal imi, disebabkan penyefenggaraan

pemerintahan yang baik akan
menentukan Eomitmen
penyelenggaraan pemerintabhan

terhadap pengelolaan lingkungan
hidup. Olebh karena o lingkeangan
hidup hamuy menjadi bagian inlegral
. diari keseluruhan kebifakan
| pembangunan, tidak sekedar menjadi
aspek pinggiran fermasuk perhatian
sampingan setelah aspek ekonomi.

Ukuran dari komitmen pemerintahb
adalah menterjemahkan Eepeniingan
lingkursgan hidup dalam berbagad ataran
vang menjadi penggangan dalam
menyelenggarakan pemeriniahan dan
masyarakat. Dan diuraikan dalam
kebijakan operasional yang menunjukan
serta mencerminkan tingkat kesadaran

pemerintah mengenal pentingnya |
pengelofaan lngkungan hidup.

Apakah sistem pemerintehasn
yang otonomi daerah akanm |
mengunfungkan bagi

pengelolaan lingkungan hidap? |

Secara konsepiwal, hal ind akan
menjadi sangat memungkinkan
sebab :

Pentama, ofonoml dasrah akan
mendekatkan dalam
pengambilan kebijakan dan
keputosan publik kepada rakyat
di daerah,
karema hal
imid akamn
sesoai
dengan
Eomdisi
kenyayaan
vang =ada,
dalam hal imi

L i

| daerah

olir;

| Prinssp dasar

kebih
mendeiarkan
proses
pergambe-
an Keparhes-
&

2} Homdrol vang
angsume dan:
lebih cepai:

3| Aspirasi
masFarakat




linggitisngiam hiduap.

Hedpa. adanya koninedl vang langsung
dam lebih cepat. bahkan murah, dari
masyarakat dan berbagai kelompok
kepentingan di daerah. Dan
hal ini memuoungkinkan
pemerintah mempergunakan
kEewenangan unik

kepentingan masyarakar.

Heriga, Ecpentingan
measyarakal lokal yang terkait dengan
lingkungan hidup.
Ehususnya masyvarakat
adat. akan lebih bisa

olch daerah fo semdiri. Artinga
daerah dan masyarakat setempat
mempunyai tanggung jawab
penub menvangkut mesa depan
kehichepan termasuk lingkumgan
bichusp.

Lala apa sebeparnya
pembangunan berkelanjotan
itw?

Ada tiga aspek uwtama dakam
pembangunan berkelanjutan,
yvaitu ekonomi
sosial besdaya dan
Kirarcil hicd

diperbatikan dan Ketiga hal ini
dizkomodasikan. Karena harus dilihat
pengambil kebijakan sebagai satlu

adalah crang-orang yang
mengetahui secara pasti
berbagai hal yang menjadi —
aspérasi masyarakat.

Keempa!, keberhasilan pembangunan
dan keberlanjutan sangat ditentukan

kesaluan yang
utuh dan saling

- terkaid saln
dengan lainmya.

Tujuan mtamanyva adalah
MENEESEr titik erat

pembangunan yang terfokus




terhadap pertumbuban
ckonomi, tetapi mencakup
pula sosial budaya dan
lingkungan hidup. Sehingga

» pembangunan
bl:*r]-'.l:larl]ju[an mengandung pengertian
pembangunan vang dapat mengarus
utamakan aspek

sasial budaya dan

lingkungan hidup

kedalam aspek

ekonomi. '

Mengapa

demikian?

KHesalahan yang EY

sangal mendasar dalam pelaksanaan
pembangunan yang menitik berathkan
terhadap pertumbuhan ekonomi akan
mengakibatkan kehancuran terhadap
sosial budaya dan lingkungan hidup.
Kehancuran tersebut menyebabkan
negara dan masyarakal membayar sangat
mahal, bukan karena hitungan finansial,

tetapl juga bentuk kehancuran
kekayvaan sosial budaya dan
kekavaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup. Akibainya
akan terjadi kemiskinan vang
serfus mengingat kekayaan
sumber dava alam terkuras habis

-

uniuk berbagal kepentingan. |

dan juga kemerosolan
sumber dava alam akan

menamhbakh ketidak
mampuan uniuk
meningkatkan kualitas

hidup. Tingkat pendidikan
vang rendah karena tidak
mampu membavar antuk
pendidikan yang lebih balk
uniuk generasi mendatang.
Timbulnya berbagai penyakit
karena terkait dengan mutu




kehidupan yang
semakin menurun,
Dan yang sangat
dalam sekali
akibatnya adalah.

kehancuran sumberdaya alam akamn
membawa kehancuran terhadapbudaya
masyarakat 5Ek|tar:n]rn vang sangat
terganiung dari
sumber dava
tersebul. Sehingga
akhirnya cara
berfikir damn
hidupnya dengan
segala Kekayaan
budaya vang ada juga akan terancam.

Lalu apa yvang menjadi pegangan dalam
pembangunan berkelanjutan?

Ada tiga prinsip dalam pembangunan
berkelanjutan yvang dapat
dipergunakan :

Pertama. Prinsip Demokrasi.
Artinya bahwa pembangunan
dilaksanakan mernipakan wujud
kehendak bersama masyarakat
dan demi kepentingan bersama
pula. Sehingga aspek yang
haris ada di dalamnya adalah :
(1) implementasi pembangunan
merupakan aspirasi dan
kehendak masyarakat utuk
kepentlingan masyvarakat.

Pemerintah harus dapat
menjamin agenda dan kebijakan
pembangunan yang
dilaksanakan memang benar-
benar dari rakvat dan uniuk
kepentingan bersama rakyat;




[2) adanya partisipasi masyarakat datam
merumuskan dan mengimplementasikan
kebijakamn
8 pembangunan: (3]
W harus ada akses
¢ Iinformasi vang
jujur dan terbuka

penyusunannya;
(4) akuntabilitas publik tentang agenda
pembangunan, Pproses perumusan
kebijakan dan implementasi
pembangunan.

Kedua, Prinsip Keadilan. Artinya bahwa
setiap orang dan kelompok masyarakat
memperolech peluang yang sama untuk
kut dalam proses pembangunan dan
keglatan-kegiatan produktif dan
menikmati hastinya. Maka (1] menunfut
agar ada perlakuan yang sama bagi
semua orang dan kelompok masyarakat
datam proses pembangunan, khususnya

dalam berpartisipasi
melaksanakan dan menikmati
hasil pembangunan dan
mempunyal akses terhadap
peluang dan sumber-sumber

ekonomi, termasuk sumber daya
alam: (2) menuntut agar adanya
distribusi manfaat dan beban
secara proposional setiap orang
dan kelompok masvarakat; [3)
menuniut adanya peluang vang
sama bagl generasi mendatang
untuk memperclch manfaat secara
proposional dart sumber daya




Parrisipasi, mendorong

setlap warga untuk

% dalam menyampaikan
. pendapat dalam proses
“ pengamhbilan
keputusan yamg menyangkut
kepentingan masyarakai. baik secara
mgsung maupun tidak angsung.
Comiboh :
- identifikasi dan analisa stalkebodder;
2 peofil bokal:

mengganakan hak-

- knosultzxsi dan foruen;

- partisipasi masyarakar
dalam perencanaan
sirategis. spasial dam
program tahasan:
pembangunan visi damn
misi.

Penegalan hideen, mesajisdkan
adanya penegakan bubum vang
adil bagi semua pihak tanpa
HAM dan mensperhatikan nialsi-
nilai yang hidup dalam
masyarakat.

Contoh :

- Proses koosultasi

berdasarkan hukum;

Transpararsi. menciptakan
kepercayaam timbal halik amiara
pemerintah dan masyarakan
melalail penyedizan informasi
dan memnfamin kemedalhan di




ekonomi yang ada. Artinya sumber daya
vang ada harus dimanfaatkan secara arif,
kerusakan atau pencemaran harus
dipulihkamn
unituwulk
memjamimn
keberdanjutan:
(4) menuntut
Kerugiam
akibat proses
pembangunan
yvang dialami
masyarakat
atan kelompok masyarakat harus dapat
dikompensasikan secara proposional baik
oleh megara ataun Kelompok masyarakat
vang menyebabkan hal ftu terjadi.

Ketiga, Prinsip Keberlanjutan. Artinya
bahwa mengharuskan kita untuk
merancang agenda pembangunan dalam
dimensi visloner jangka panjang. melihat
dampak pembangunan dari sisi positif
dan negatifl dalam jangka panjang tidak

hanya jangka pendek. Sehingga
prinsip inl mengharuskan kita
untuk memilih alternatif
pembangunan yang lebih hemat
sumber daya dan mampu
mensinkronisasi aspek
konservasi dengan aspek
pemanfaatan yang  aril.
Termasuk di dalamnya hemat
dalam pemanfaaian energi,

hahan baku dan hemat sumber |

daya alam.

Lalu bageimana mewnjudkan
pengelolaan lingkungan hidup
yang baik dalam pelaksanaan
pemerintahan yang baik?

Ada dua pendekatan vang
dilakukan

dapat uniuk




mencapai hal tersebut, yaitu good
govermance dan good management dalam
implementast kepemeriniahan,

Good gorernanoce. mekipui

Hak partisipas dalam

pengambilan kepatusan;
Penegakan hukum yvang tidak
meméihak;

Heterbukaan, melatul pengadaan
dan akses terhadap informasi:
Tanggap tevhadap semaa pefaku;
Oricntasi pada kesepakatam:
Hesetaraan untuk semoa pelaku;
Akutanbilatas pada pefaku dan
pubiik.

Sedangkan good managemen.
melipati -
*  Pengelolaan dengan visih
misi dan strategi:

» Pengelolaan SeCara
imovatit;

» Berorientasi kepada
masyarakat;

» Melibatkan  seluruh
pelaku:

» Maobilisasi berbagai
sumber dava untuk
mencapai tujuan
pembangunan.

Bagaimana untuk mengukar
efektivitas hal tersebut?

Ada sepuluh prinsip yang dapat
dipergunakan sebagal ukuran

terwujedoya pengelolaan
lingkungan hidup yang baik dan
pelaksanaan pemerintahan

vang baik. yaitw :
e Partisinast




»  Pemegakan Hokum:

» Transparasi:

» Kesslaraan:

* Dayva tanggap:

» Wawasan kedepan:

» Akuntabilitas:

» Pengawasan,

» Effsiensi dan
efektifitas;

= Profesionalisme.

Partisipasi, mendorong
sefiap warga wuniuk

¥ ﬂ dalam menyampaikan
i pengambilan
keputusan yang menyanghkat
kepeniingan masyarakat, baik secara
langsung maupun tdak langsung,
Coaboh -

- identifikasi dan analisa stakeholder:

profil lokal;

menggunakan hak-

- komsultasi dan fonam;

- partisipasl masyarakat
dalam perencanaan
sirategis. spasial dan
program tahuman:

- pembangunan wvisi dan
misi.

Pemeguuionn Faudaum, mewufudbcan
adanya penegakan hukum yamng
adil bagi semua pihak tanpa
pengecualian. menjunjung tngs
HAM dam memperhatiican nilai-
nilai yang hidup dalam
masyarakat.

Contoh :

- Proses konsultas

berdasarkan hukum:

Transparansi, menciptakan
kepercayaan timybal balik amtara
pemeriniah dan masyarakat
melalui penyediaan informasi
dan menjamin kemudahan i




dalam memperoleh informasi yang akurat

dan memadai.

Contoh :

- proses tender yang transparan;

-  pusat informasi;

- media
komunikasi.

Kesetaraan. §
memberikan peleang B
yang sama bagi
setiap ' anggota
masyarakai untuk
meningkatkan
kesejahteraannya.
Contoh :

akses yvang setara uniuk membuat

keputusan;

akses yang setara untuk sumber daya:

akses yang setara untuk dasar

pelayanan.,

Daya tanggap, meningkatkan kepekaan
para penyelenggara pemerintahan

terhadap aspirasi masvarakat,
tanpa kecuali.
Contoh :
- Radie talk-show;
- Debat publik:

- - Komiie publik
untuk memberikan

tanggapan balik.

Wawasan kedepan,
membangun daerah
berdasarkan visi dan
. strategi yangjelas dan
" mengikuiseriakan
warga dalam seluruh
proses pembangunan,
sehingga warga merasa memiliki
dan ikut bertanggung jawab
terhadap kemajuan daerahnya.

Pengawasan. meninghkatkan
upaya pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintah
dan pembangunan dengan




mengusihakan keterlibatan swasta dan

masyarakai luas,
Contoh :

Akuntabilites.
meningkatkan
akuntabilitas
parapengamibil
keputusan dalam
segala bidang yang
menyangkul
Kepentingan
masyarakat luas.

PENZAWHSAN
publik uniuk

mengomtnod
berjalannya
pemerintaban:

Contoh :

partisipas| warga dalam penyusunan
budget;

Daouble bookkeeping:

Menentang korupsi dan
mempromosikan etikapelayanan yvang
beaik.

Efisiensi dan efektivitas,
men jamin
terselenggaranya
pelavanan kepada
masyarakat dengan
menggunakan sumber
daya yang iersedia
secara optlimal dan
bertangfung jawalb.
Contah :
- Kantor peiayanan
terpado, sain
atap:
- Enviromental
governance;
- Rasbonalisasi
organisasi;
- Fit and proper tesis;
- Indikator kinerja.

Profesionalisme. meningkatkan
kemampuan dan moral
penyelengaraan pemerintahan
agar mampu memberi
pelayanan yang mudah, cepat,




tepat dengan biaya yang terjangkau.
Timgkat institusional : hukum, prosedur,
elika;

Tinghat oragnisasi : modernisasi strukiur
untuk merencanakan dan mengatur
aktivitas-aktivitas;

Tingkat pemberdayaan manusia
pembentukan kapasitas sumberdava
manwsia.






